PERATURAN BUPATI NATUNA
ROMOR © TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNRAN ORGANISASI DAN TATA HERJA SERRETARIAT KOMISY
PENGAWASAN DAN PERLINDIUNGAN ANAK
DAERAI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TIHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Mepimbang : =52,  bahws Komisi Pengawasan dan Perlinduangan Anale Dasrah
fabupaten Natuna adalah Lembaps Dacrabh vaneg mandin
dan indecpenden dibentuk dengan Peraturan Bupati Natuna
Momor Tahun 2015;

b twhwa itk kelamerran peleksanaan mages  Komisi
Pengawasan dan Perlindungan Anak Dasezah Eabupaten
Matuna dipandang perlu mcombentuk Orpamsas1 Satuan
Kerja Sekretariat sebapni pelaksona tekbmizs admimstrasi
umum  dan kesekretariatan, administrasi keuangon,
perencanaan  program  dan kKegiatan, pengolahan  data,
- cvaluasi dan pelaporan, serta penyvediaan lenags abili;

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huraf a, dan huruf b diatas, maka perla ditetapkan
Peraturan Bupsti tentang Safnan (rganisast dan Tata Kerja
Selretariat Komisi Pengawassan Tan Perlindungan  Anak
Dacrabh Kabupaten Natunas,

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor & Talnm 1974 tentang Ketentiran-
Kctentuan Pokok Eescjuhiersan Sosinh (lemlmge Negarm
Hepublik Indenesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomoer <4 Tahoan 1979 tentang
Kcscpphteraan Anak {Lembaga Negara Republik Indonesia
Tohun Y7 Nomor 32 Tambabsn Lembarsn Negors
Republik Indonesia Nomor 3143 §;
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3.

Undang-TTadangz Momor 7 Tahun 1984  tentang Pengesahan
Konvensi Mcengenai  Penoghapusan  Sevals Bentuk
hHakriminasi Terhadap Perempuaan

[Compention  on  the Flimination of «ff  Ferisof
iscrimination Against Women) {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Megara Rapuh']jk Inderreaia Momor 3277);

Undang-Tndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak {Lemnbaran Negara Republik Indonesia Taloes 1997
Nopwr 3, Tambehan Lembarun Megara Republik Indonesia
Nomor 30ba);

Undang-Tndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19949
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negare Republik indonesia
Notoor 3886,

Idang-Undang  Nomoe 53 Tahun 1999 tentang
Pembeniukan Kabupaten Pelalowan, HEabupaien  Rolkan
Hulu, Kabupaten RHokan Hilir, Kabupaten Siak, Ealnipaten
Karimur, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingd
dan Kotz Batam {Lembaran Negarm Republik Indoncsia
Taliun 1999 Nomor 18), Tambahan Negars Repubiik
Indonesia Nomor 3202) schagairmana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undung-Tindang Nomor 33
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaien Pelalawan,
Kahupaten Rokan Hulu, Kabupatan Hokan Hihr, Katpafan
Siak, Kabupalen Karimun, Kabupsten Natuna, Rabupesfen
Kusntan Singingi dan Kota Batam (Lembaran  Negara
Republik Imdonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nemor 4580,

Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia [Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembsrzm Nepara
Fepublik Endonesia Nomer 40236 |

Umidsng Undang  Nomer 25 Tahun 2002 fentang
Pembentukan Provinsi Kepulatnan Riag (Lembaran Negora
Kepublik Indnnesia Tahun 2002 Nomer 111, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4237);



k]

T

a.
10.
3,
) 12,
13
14.
i5
16.
E PERAF HOORDINASI
_: .t:rf PG _%_ e |
LR R ]

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 tenlang
I'cnehapusan Hokerasan Dalam Rumeh Tangga (Lembaran
Negara Republiic ndonesis Tehon 2004 Nomor 95,
Tamhbahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Tndang Nomor 25 Tehun 2009 lentang Prlayanan
Publik {Lembarsn Negpwra Repubdik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noenor 5038),

Undane-Undang MNomor 12 Tghuan 2010 entang
Pembentukan Pooaluran Perundang-Undangsn  [Lembaran
Negara Republik (ndonesizs  Tahun 2001 Nomor &2,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
2234

Undang-Undang Nomor 11 Tehun 2012 tentang Susunan
Peradilan  Pidana Anak (Lembaran  MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomeor 153 Tambahan Lembaran
Moepgmra Repubiik Tndonesiz Nomor 5332),

Undang-Undang Homer 23 2 Tehun 2014 tontang
Pemerintahan daerah | Lembaran Nogara Repubhk Indoneaia
Tahun 2014 Womor 244, Tambahan Leombamn Negara
Republik Indonesis Nomaor S587];

Undang-Undang Nomor 35 Tabun 2014 tantang Perubahan
atas Undangumdang Nomor 23 Tahun 204002 tootang
Perfindungan Anak {Lembaran Negara Repobll Indonesia
Tahun 2014 Momor 297, Tambahan Lembaman Negara
Republik Indonesia Nomor 5506},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tehun 1988 tentang Usaha
¥esejahteraan Anek Bagli Yang  Mempunya:  Masalahb
{Lembaran Negara Republik Tndonesia Taln 1988 Nomoer 2,
Tambahan Locmbaran WNepara Republic indonesia Nomor
3367);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 4 Tehon 2008 tentang
Penyelengparaan  dan  Kerjussma  Pemulihan  Korban
Kekerasan Dalam Eumah Tangea ( {amhbharan Negara
Republik Indenesia Tabun 2006 Nomer 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604 );



17. Prratursn Pemerintah Nomer 54 Tubun 2007 tentang
Pelaksanaan Peopgangkatan Anak [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabuan 2007 Nomor 123, Tumbahan
Lembaran Negara Repubitk lndonesia Nomor 476

1%, Peraturan Pemerinteh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatu
Cera dan Mekamsme Pelayanan Terpadu bag saksi danf
atau Korban Tindak Pidsna Perdagangan Orang | Lembaran
Negara  Republik  indonesia  Tabun 2008 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Repubbk  Indoncsia  Momor
4818);

1%, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 enldaog
Penpesaban Kanvensl Tentanyg Hak Anak { Lembaran Negam
Kepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 )

20. Keputusan Presiden Womor 59 Tahun 2002 (entang Rencana
Akai Nasional Penghapuman Benrok - bentwk Pekemaan
Terburuk Uniuk Anak

21. Keputussan Presiden Momor 87 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Scksual Komersial
Anak:

22. Keputnsan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Remcana
Aksi Nusional Penghapussn Perdagengan | Trafficlkang |
Perempuan dan Anak;

23, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 rentang Komist
Perlindungan Anak irlonesia

24, Peraturan Daerah Provins Kepulaunan Fiana Nomor 12 Tahun
2007 tertang Penghapusan Perdagsngan Percmpusn dan
Anak { Traffickine [ Lembaran Dacrah Provinsi Kepuiavan
Rizu Tahun 2007 Nomor 12}

25, Peraturan Daefah Kabipmien Nana Nomor 22 Tdhun 2008
tepfang Urusan Pemoerintaban yang menjadi. Kewonangan
Pemernniah  Kabupatcnn  (Lembaran  Doerah  Eabupaten
Matuma Tahun 2008 Nomor 22},

6. Peraturan Neerah Provinsi Kepulauan Riau Nomer 7 Tabun
2010 wentang Penyelenggaraan Perfindungan Anak

{ Lembaran Dacrab Provinsi Kepulauan Risu Tehmn 2010
Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kepulauan
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27. Peraturan dacrsh Ksbupaten Natuna Nomor & Tabun 2014
tentang Penyclenpgoaraan Perlindungan Anak { Lembaran
Dacrah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor £ §;

Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGARISASI
DAN TATA EERJA SEERETARIAT KOMIS] PERGAWABAN
DAN PERLINDURGAN ANAK DAERAH EABUPATEN
NATUNA.

BABI
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bapati ini dirmakesnd dengan ¢

1.

Pemerintah Dacrahr adalah Pemernntah  Kabupaten
Matuna

Eepeda Daerah adatah Bupal Natnina.

Sekretaris Daerah adalah Sckeetaris Daerah
Kabupatcn Natuna.

¥omisi Penguwasan den Perlindungan Anak Taersh
Kabupaten Matuna yang selanjotnya disingkat EPPATY
adaloh Komisi yang dibemituk dengan tajuan umiuk
mengefektifian  pelalssanaan perdindongan anak
Daeratl Kabupaten Natuna,

Sekrvtarigl Komisi Pengawasan dan  Perlindungan
Anak Daersh selanjutnya disinghkst dengean Sekretariat
KPPAD adalal suatu organisasi dan Tats Kerja
Sekretariat Komisi Pengawasan dan  Pedindungan
Anak Daerah Kabupaten Natuna.

Sckretaris Komisi Penguwasan dan Perlindungan Anak
Dacrah yvang selanjutnya disingkat Sekretaris KPPAD
adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat KPPAD.




7. Tenaga ahli adalah Seseorang yang memilikn keahlian
lkntang anak dalam  bidang  hokum, Brdang
Kesshatan, bidang Pendidikan dan Bidang Peikolow,

BABR I
PEMBERTUHAN PERARGHAT DAERAH

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibeniuk suato Organisasi
‘dan Tata kerja Sekretarial KPPAD Kabupaten Nahina.

BAE I
KEDUDTKAN, SUSCNAN ORGANISASI,
TOGAS DAN FUNGEI

Bagian Kesatn
Kedudokan
Paaal 3

Salrretariat ¥PPAD Kabupaten Natuna merupskan unsuar
pelaksana  adminisirasi  umum  dan kﬂiﬂkrt:l._.&{"tﬂtall_.
adrministrasi kouangan, porencanast program  kegiatan,
Pengoelahan data, evahiasi dan peluporan  scrta penyediaan
tcnsga ahli komisi pengewasan dan petlindungan anakl
indoncsia Deerah Kabupaten Namna.

Pasal 4
Qelretorint KPPAD Kabupaten Namina berkedudukan di
Ihnikenta Kabupaten Natuna

Bagian Hedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fongsl
Paragraf 1
Susunan organisasi
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Pasal 5
Sclavtariat KPPAD Kabupaten Natuna terdiri dari ¢
2. Sub baginn Tate usaba
b.  Schksi koordinasi bulmam dan rehabilitasi; dan
¢ Heksi koordingsi advokasi, Komunikasi slan publikas:.

Paragraf 2
Tugas dan Fangzi

Pazsal 6

Sekretariat XKPPAD Habupaten Nabins mempumyal tagns
melaksanalan  pekerjaan admimisttasi  wmom dan
igesekretariatan,  admmnistrasi keuangan,  pereiKBEaan
progrem kegialan, penegolahan data, evaluasi dan pelaporan
scrta menyediakan tenaga ahb,

Paszal 7
Seleretariat KPPAD Kabuparen Natuna mempunyai langsi,
rnehipaati:
a. Pelaksanaan adminisirasi kesekretariatan KPPAD;
4, Pelskaanaan administrasi keuangan KPPAD,

e . Prlaksanaan koordinasi rehahilitesi analc bermasalab
sosial;
d. Pelakssnaun kordinasi rchabiittas anek bermasalah
hukoum;

e. Pelaksanaan koordinasl, fasilitasi, advokad,
kowminikasi, doloumentasi dan publilsas: dan
f. Pelaksanoan tugas lainhya yang diben oleh Gubertaar

Pazal 8
Seloretarint KPPAD Kabupaten Mahioa dipimpin olch seorang
seleeetaris yang berada dibawah dan hartangoung jawab
kepada Bupatl melahs Selretaris Dacral:-
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Pasal 9
Sub Bagion Tata Usahe dipitnpin oleh Kepala Sub

Bagtan Tata Lisaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunys tuges, meliputi:

A, Melsksgnakan pengadzan alat ubs, smeubelair,
kernpriter, mesin ketik, kendarasn dings, pakaman
dinas pegawai selretoriat dan anggota kooos
Frogawasan dan  Perfindungan Anak Daerwh
Kabupaten Naiuna, dan perlengkapan

perkantoran lainmya;

h. Mendistribusilean alat tuhs, meubelair, komner,
mesin ketik, kendaraan dinas, tcnaga stal dan

perierkapan kentor lainnya;

¢, Mengabur den mengawasi penpgumazn alal luls
mcubelair, kompuler. mesin ketik, kendarasn

dinas dan perlenglapan kantar lainiga;

d. Melaksanakan pemelibsraan menbelair,
kemputer, mesin kcehk, kendsraan dinea dan

perlengiapan kantor lainnya;

e, Melaksanskan pekerjean  administrasi dan
pelapuram kepegawsisn Seloetoriat serta Angeota
Homist Pengawasan  dan Pedindungsno  Anak

Daerah Rabupaten Katuna;

f. Menvusun jadwal tugas perpglanan Dinas Anggora
Komisi Pengawasan dan  PerBindoungan  Anak
Daerah Kahupaten Natuna dan osenyusun jadwal
perjairnan dinas pegawal sekretariatl poadamping
Angpoia Komist Perlindungan Anak indonesia
Dacrah Kabupalen Netuns vang melaksanakan
perjalanan  Dinas  haik  dalam  maupun  luar

Dasral;

g. Menyiapkan abscn, melaksanaksn relapitulasi
absenn dan peclaporan  kehselimen pegawal
sckretariat dan Angepota Komisi  Perlindungan

Analk Indonesgia Daerah Kabupaten Natuna,
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Menviapkan Surat Tuges, SPPD bagl pugawsi
Sekretariat dan Angpota Komisi Pengawasan ddan
Perlinddungan Anak Dacmh Ksbupsten Nabana;
Meonerima, membukuksn,  meneruskan  dam
mendistribugiten . sural-siat,  lAporan-laporian
dan dokumen dinas lainnya yang masuk;
Melaksanaksan Pekerjaan kebersihan linglungan
keat o

Melaksanakan pengetikan, moneTiEkar,
membukyksn, menggandaken, menginm  dan
menyampaitan ke alamal bgust sema surat-
surat dinas, deokumen scrta laperan Seloretariat
Komisi Perlindungan Anak  [ndonesta Dacrai
Kabupaten Nalumy;

Melaksanaan Pekerjaan pencatatarns dan
mventarisasi alat  (alis, mewbslair, kompuler,
mesin ketik, kendarasan dinas dan porlengkapan
kantor lannya;

. Melakukan pengalokasian anepasn bisva untuk

kelancaran tupas sekretariat Eomim Pengawnsan
dan Perlindungan Anak Daerah  Kabupaten
Namina dan kegiatan vperasional, tunjfangan dan
waji anpmeota Komisi Penpewasan dan Perlmdungan
Anak Kabupaten Natun:s

Melakukan pembinaan kepads bendaharawan
dalam pembuaton loporan pertangrung jawaban
Eeuangan;

Berdazardcan  perintah  sckrotans, memberikan
perintah kepads bendaharawan unluk membayar
birva kegiatan;

Melakuken pencliian bukti-bukb  pemnbayaran
vang diterimna;

Melakukern koordinasi dew  fasiitasi  pomihibuan
tenasa ahli; dan

Membuat laporan pelaksanaan  kegiatan  sub
Legian tzta usaha kepada sekrctans.



Pasal 10
(1] Scksi Koordinasi Hukum dan Rehabilitasi dipimpin
olch Kepala Sekst Koordinssi Hukum dan Rehabilitam.
{2} Secksi Koordinesi Hulim dan Rehabilitast mempunysi
tugas, melpittiz

a. Melakubkun koordinasi dan fasilitast penanganan
pengaduan, pendaimping hukun dan
pendampingan anak bermasalah hukoomm;

b. Melaksanakan adminisirasi dan koordimasi dan
{asilitasi penvediaan tenaga pendamping hukum
bami ansk bermasalah hukung

c. Mclalcukan koordinasi dan fasilitesi pemantausn
penanganan hukum anak bermasaiab hukong;

d. Melalukan koordinasi dan (asgilitas:
pendampingan  anak bermasalah  sosial, ansk
putng sekolah, aogak jalanan, anak ledantar,
pekerja anak dan korben tindak kickcrasan dan
disknrninasi;

2. Melainikan knordinasi dan [siliasi penyiapan
pendamping anak bermasalah sosial, anak putus
sekndah, anuk jalensn, anak tedanar, pekerja
anak dan tindak kekerasan dan dismrminas;

[. Melakuken koordinasi rehabilitesi dan fambilas
anak permasalahan sosial, snek putus sekolst,
anak jalanan, anak terlantar, pekerjia anak dan
korhan timdak kekerason darn diskriminas) seria
anak korbamn tapea;

& Welakukan koordinasi dan fasiitam reintegrasi
dant  pemulangan korban ke daersh  asal
lingkungen kelusrgs dan lingkungsn komunitas
anak pasca penaharun den rehababitas;

h, Mclakukan koordinasi dan fasilitasi pemanisuan
rehabililasi anak bormassiah sostal, anak pulus
ackolah, anek jelapan, snak ferlantar, pekerja
anak dan |korban tindak  kekerasan  dan
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anak dalam  lingkungan sesial, kelhuarga,
masyarakat dan  lngkungan  komunitas  ansk
pawscs rehabilitast,

i. Mclakukun keordinas: dan fasilitas pemantzosan
terhadap aktifitas ngransi Pemorniofsh f
Organisag | LAM dan masyarakat dalam rangke
perlindungan dsa pemenuhan hak-hak anak; dan

4. Membuat laporun pelaksanaan keeistan  scksi
adeninistrasl hukum den pendampingan kepada
Seloctads.

Pasal 11
{1} Seksi Advokasi, Komunikasi dan Publilnsi diprmpin
vleh Kepala Seksi Advokasi, Kormunikasi dan

Puhilikasi

{2) Seksi  Advokasi, Komunikasi dan  Publikasi
memputyai tgas, sebapai herilat:

4. Melakuken koordinasi faslitasl dan pemantaust
kegintan advokasi anggpta Komisi Perlindungan
Anak Indemesia Daerah Kabupaten Mainna;

b, Melalmukan koordinast, fasilitas: dan pemantaaan
kegiatan peryulishan, somialiaa e dan
rnelaksanakan perlindungan anak

c. Mclakukan  koordinasi, fasilitasi  kewatan
dolkumentasi dan  publikesi  kegiatan Kuoinis
Ferlindungan Anak Indonesiz Daerah Kabupalen
Natuna.

d. Melakukan  koordinasi, fasiliiasi  kegiatan
dokumentasi dan publikast kcglatan perlindungan
dan pemenuhan hak analk;

¢, Melakulkon koordinssi, fasilitasi pengumpulan,
pengolahan dan analise data perlindungsn dan
pemenubat hak anai;

e
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f Melaksanakan kegiatan delormentssi, publikasi
dan kehumasan kegiatan Sckrctaris dun Komisi
Perlindungan Anak Tndonesia Dacran Eabupaten
Natana.

g, Membuat laporan pelelesappan kegiitan  selsi
advokagt, komunikasi den publikazi  kepada
Sckretaris.

Pasai i2
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kema Bekretariat
KPPAD Ksbupaten Natuna sebagaimans tercantum. dalam
lampiran yang mernpakan bagian tidak terpisahbean dar
Poraturan Bupati ind.

BAE IV
PENGANGEATAN, PEMBERHENTIAN, JABATAN
STRUKTURAL DAN ESELON

Bagian Kegatn
Pengangheian dan Pemberhentian

Pasal 13
Sekretaris, Kepalsn Sub Hogion dan Kepaia Seisi adaslah
Pepawal Mepeni Sips, dianghat dan diberhentikan oleh Bupati
dan memenuhi persyarstan  sesvai. demgan perundang-
LmudHTIEHL,
Bagian Kedua
Jabaton Struktural dan Esslon

Pasal 14
Jabatan Btrukiural Pojabal Selkretariat KUFAD Kabupaten

MNatuna adailah:
a.  8chkrotaris sdalah jabaran struklural Bselon lLa
b Kepals Sub Bagian dan Hcpala Sckai adalah jabatan
Brmktural Eselon VA,

BARY
TENAGA AHILI

Pagal 1%
{1} Tenaga Ahli disngkat dan dibechenlikan oleh Bupat
(2] Musa jabatan tonags abl ) (sam) tahun dun dapat
diperpanjang untuk masa periode jabatan benkuinya.
i3] Tenaga ahli berasal dan Pegawai Megen Sipil,
Kepolisian, TNE, LSM, Perguruan Tingel, dunia Usaha,
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(4] Tenaga Ahli diberikan tonjangan yang  besarmym
ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupalen
MNatima.

{53} .Jurnlah tenapa Shli schenyak-hanyaknya 4 (Empat}
prung denpan hidang keahlian yeng herbeda.

Pasal 16

Tatacara Penvediaan Uenuaga Ahli adalah :

a. KPFPATY mengajokan kepsda  sekeetarls  KPPAD
Habupakenr MNatuna sccara tertalis permintaan
Tenaga Ahl hidang tertenitn vans berkatan dengan
vpava perimdingsn anal

b, Sekrelaris EPPAD Kabupalen Natuna mencruskan
penpajusn Komisi Pengawssan  den  Perlindungan
Anak Daerah Kabupatcn Natuna sehagaimana
dimaksudlkan pada huruf a, kepada Bupati melani
Sekretariz Pacrah uniuk mendapatieon pergetigpuian.

iz, Berdasarkan persctujusn Bugarn, sekretaris KPPAD
Kebupsien Natuna mclaksansian pemiiihan tenaga
ahli =chagaimana Pasal 15 hunf &, dengan
melalnslcon seleksi administrasi dan selelks bidang
keahtian calon tenags ahh.

d. Sekreigris KPPAD Kabupaten Natios menyampatkcan
luporan kepada Bupati | tenteng peleksanaan
penyediaan tensps abli dan mengusulkan nama calon
tenapa ahli uniuk ditetapkan sebagai tenaga ahh.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Paszal 17
Segala biava wvang diperhakan bagl pelaksansen figas
sekretariat KPPAD Kabupaten Natuna dibebankan pada
Anggaran Pendapatsn dan Belonja Dacrah  Kabupaten
Natuna.

BAB VI
EETERTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan  diberiakukennya  Peraluran  Bupati  ini, maka
scharuh tugas dan pekerjaan yang memjadi tanggung jawab
KPPAD Kabupaten Matina tetap dilaksanakan oleh Sataan
(Irganisasl Keoscloelariatan KPPAD Eabupsten Natuna
ammpal  dengan  dilantiknga  pejabat di linghkungan
Cekretarint Komisi Pengawsesan dan Perlindungan Anak
Daerah Kabupaton Natuma, selombat-dombatmya 3 (Tiga)
Bulan sejiak di Undangkannya Peraturan Bupab mu.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUOP

Pasal 19
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanpgal diundangkan.
Agar setiap orang mengelabuinya, memerintahkan pengundangan

Feraturan Hupati ini dengan pepempetannya dalam Berita Daerah
Kabuparen Nettina.

Ditetaphan di Rana . o
pada tanggal 13 Jewmen S8
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